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ABSTRACT

Jurnal ini membahas tentang mekanisme peradilan ekonomi syariah di peradilan
agama. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa
yang berkaitan dengan aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum
syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peradilan ekonomi
syariah, mekanisme yang digunakan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi
dalam menghadirkan keadilan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci :Peradilan ekonomi syariah, Hukum Syariah, Keadilan Ekonomi, Transaksi

Ekonomi Syariah, Arbitrase Syariah
PENDAHULUAN

Peradilan ekonomi syariah di peradilan agama memiliki peran yang sangat
penting dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan aspek ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Hukum syariah merupakan aturan
hukum yang berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup
berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ini, peradilan
agama menjadi institusi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan

prinsip-prinsip hukum syariah dalam domain ekonomi.

Dalam praktiknya, peradilan ekonomi syariah di peradilan agama
melibatkan penyelesaian sengketa yang meliputi transaksi ekonomi, kontrak,
perbankan, asuransi, dan berbagai hal lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip
hukum Islam. Tujuan utama dari peradilan ini adalah untuk menghadirkan
keadilan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan

material dan spiritual bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks peradilan agama, mekanisme peradilan ekonomi syariah

sangat penting untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan
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berdasarkan hukum syariah. Mekanisme ini melibatkan proses penyelesaian
sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan, yang dirancang untuk
mencapai keadilan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain
itu, peradilan ekonomi syariah juga melibatkan lembaga-lembaga khusus seperti
pengadilan perdagangan agama atau pengadilan ekonomi syariah yang memiliki
keahlian dalam menangani sengketa ekonomi berdasarkan hukum syariah.

Namun, dalam menghadirkan peradilan ekonomi syariah, terdapat
tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya
pemahaman dan keahlian hakim tentang hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat
mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah
dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Selain itu, kesulitan dalam mengumpulkan
bukti dan saksi yang sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi tantangan yang
harus diatasi. Terdapat pula potensi perbedaan interpretasi hukum syariah yang
mungkin muncul, yang dapat mempengaruhi keseragaman keputusan dalam

peradilan ekonomi syariah.

Dalam konteks ini, penelitian tentang mekanisme peradilan ekonomi
syariah di peradilan agama menjadi penting. Penelitian ini akan menganalisis
proses peradilan ekonomi syariah, mekanisme yang digunakan, serta tantangan
dan peluang yang dihadapi dalam menghadirkan keadilan ekonomi berdasarkan
prinsip-prinsip syariah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang

mekanisme peradilan ini.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan
data melalui studi pustaka dan analisis dokumen peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan peradilan ekonomi syariah di peradilan agama. Data yang
terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi mekanisme
peradilan yang diterapkan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan

prinsip-prinsip hukum syariah dalam konteks ekonomi.

Mekanisme Peradilan Ekonomi Syariah di Peradilan Agama
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Peradilan ekonomi syariah di peradilan agama memiliki mekanisme khusus yang
dirancang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum
syariah. Mekanisme ini mencakup beberapa proses dan lembaga yang berperan dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan.
Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang mekanisme peradilan ekonomi syariah di
peradilan agama:

Mediasi: Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak
yang terlibat dalam sengketa bertemu dengan mediator yang netral dan terlatih untuk
mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks peradilan ekonomi
syariah, mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan
transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Mediator biasanya
memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan memfasilitasi dialog
antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum syariah.

Arbitrase: Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-
pihak yang bersengketa menyerahkan keputusan kepada arbiter atau panel arbiter yang
independen dan terlatih. Dalam konteks peradilan ekonomi syariah, arbitrase digunakan
untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip
hukum syariah. Proses arbitrase melibatkan pembuktian fakta, peninjauan bukti, dan
pengambilan keputusan berdasarkan hukum syariah. Hasil arbitrase biasanya memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Pengadilan: Pengadilan merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian
sengketa di peradilan ekonomi syariah. Pengadilan agama memiliki yurisdiksi untuk
menangani sengketa ekonomi yang berdasarkan hukum syariah. Hakim yang bertugas
memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan menerapkan prinsip-
prinsip hukum syariah dalam pengambilan keputusan. Proses pengadilan meliputi
persidangan, pemeriksaan bukti, pendengaran argumen, dan pemberian putusan yang
didasarkan pada hukum syariah. Pengadilan agama juga dapat memiliki lembaga khusus,
seperti pengadilan perdagangan agama atau pengadilan ekonomi syariah, yang secara
khusus menangani sengketa ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah.

Dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah
dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan dan
preferensi mereka. Mediasi dan arbitrase sering kali menjadi pilihan karena prosesnya
yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih terkendali dibandingkan dengan proses
pengadilan. Namun, pengadilan tetap menjadi mekanisme yang penting dalam
menyelesaikan sengketa yang kompleks atau ketika pihak-pihak tidak dapat mencapai

kesepakatan melalui mediasi atau arbitrase.
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Penerapan mekanisme peradilan ekonomi syariah di peradilan agama bergantung
pada peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Selain itu,
penting juga untuk terus memperbarui dan meningkatkan pemahaman hakim, mediator,
dan arbiter tentang hukum ekonomi syariah serta memastikan ketersediaan sumber daya
yang memadai untuk menangani sengketa ekonomi syariah dengan efektif.

Mediasi dalam Peradilan Ekonomi Syariah

Mediasi dalam peradilan ekonomi syariah adalah mekanisme penyelesaian
sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan seorang
mediator yang netral dan terlatih dalam hukum syariah. Tujuan mediasi adalah
mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang
terlibat, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait mediasi dalam peradilan ekonomi
syariah:
Pemilihan Mediator:

Pemilihan mediator dalam mediasi peradilan ekonomi syariah sangat
penting. Mediator harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum
syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan prosedur mediasi. ldealnya,
mediator juga memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah, seperti
perbankan syariah, asuransi syariah, atau kontrak syariah.

Proses Mediasi:

Proses mediasi dimulai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa
yang sepakat untuk menjalani mediasi. Mediator bertugas untuk memfasilitasi
komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak tersebut. Dia membantu
mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, dan mendorong pihak-pihak
untuk mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum
syariah.

Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Mediasi:

Dalam mediasi peradilan ekonomi syariah, mediator harus memastikan
bahwa kesepakatan yang dicapai sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah.
Ini termasuk prinsip keadilan, kesaksamaan, keseimbangan, dan akuntabilitas.
Mediator juga harus memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak
bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam.

Keuntungan Mediasi dalam Peradilan Ekonomi Syariah:
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Mediasi menawarkan beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syariah. Pertama, mediasi memberikan kontrol lebih besar kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai solusi yang mereka anggap
adil. Kedua, mediasi cenderung lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih hemat biaya
dibandingkan dengan proses pengadilan. Ketiga, mediasi dapat mempertahankan
hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat karena mereka bekerja sama
untuk mencapai kesepakatan.

Pengakuan Hukum terhadap Mediasi:

Penting untuk mengetahui apakah hasil mediasi memiliki pengakuan
hukum yang mengikat. Di beberapa yurisdiksi, mediasi dapat memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan jika semua pihak sepakat untuk
mengikatkan diri pada hasil mediasi. Namun, aturan mengenai pengakuan hukum
mediasi dapat berbeda-beda antara negara dan yurisdiksi.

Arbitrase dalam Peradilan Ekonomi Syariah

Arbitrase dalam peradilan ekonomi syariah adalah mekanisme
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan
seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan terlatih dalam hukum
syariah. Tujuan arbitrase adalah mencapai keputusan yang adil berdasarkan
hukum syariah, dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi syariah dalam
penyelesaian sengketa.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait arbitrase dalam peradilan ekonomi
syariah:
Pemilihan Arbiter:

Pemilihan arbiter dalam arbitrase peradilan ekonomi syariah sangat
penting. Arbiter harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum
syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan prosedur arbitrase. Idealnya, arbiter
juga memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah yang relevan dengan
sengketa yang sedang dipertimbangkan.

Proses Arbitrase:

Proses arbitrase dimulai dengan pihak-pihak yang bersengketa yang
sepakat untuk menjalani arbitrase. Pihak-pihak menyampaikan argumen dan bukti
mereka kepada arbiter, yang kemudian melakukan peninjauan dan analisis secara
independen. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan hukum yang berlaku,

arbiter mengeluarkan keputusan yang mengikat berdasarkan hukum syariah.
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Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Arbitrase:

Dalam arbitrase peradilan ekonomi syariah, arbiter harus memastikan
bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Ini
mencakup prinsip keadilan, kesaksamaan, keseimbangan, dan akuntabilitas.
Keputusan arbitrase harus berdasarkan hukum syariah yang relevan dengan
sengketa yang sedang dipertimbangkan.

Keuntungan Arbitrase dalam Peradilan Ekonomi Syariah:

Arbitrase menawarkan beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syariah. Pertama, arbitrase memberikan fleksibilitas dalam pemilihan
arbiter yang memiliki pengetahuan khusus tentang hukum syariah dan ekonomi
syariah. Kedua, proses arbitrase dapat lebih cepat dan lebih efisien daripada
pengadilan konvensional. Ketiga, arbitrase memberikan privasi bagi pihak-pihak
yang bersengketa karena proses arbitrase dilakukan secara rahasia.

Pengakuan Hukum terhadap Arbitrase:

Penting untuk mengetahui apakah keputusan arbitrase memiliki
pengakuan hukum yang mengikat. Di banyak yurisdiksi, keputusan arbitrase
dapat dijalankan dan diberlakukan seperti putusan pengadilan jika semua pihak
sepakat untuk mengikatkan diri pada hasil arbitrase. Namun, pengakuan hukum
arbitrase dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi.

Pengadilan dalam Peradilan Ekonomi Syariah

Arbitrase dalam peradilan ekonomi syariah adalah mekanisme
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan
seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan terlatih dalam hukum
syariah. Tujuan arbitrase adalah mencapai keputusan yang adil berdasarkan
hukum syariah, dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi syariah dalam
penyelesaian sengketa.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait arbitrase dalam peradilan ekonomi
syariah:

Pemilihan Arbiter: Pemilihan arbiter dalam arbitrase peradilan ekonomi
syariah sangat penting. Arbiter harus memiliki pemahaman yang mendalam
tentang hukum syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan prosedur arbitrase.
Idealnya, arbiter juga memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah yang
relevan dengan sengketa yang sedang dipertimbangkan.
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Proses Arbitrase: Proses arbitrase dimulai dengan pihak-pihak yang
bersengketa yang sepakat untuk menjalani arbitrase. Pihak-pihak menyampaikan
argumen dan bukti mereka kepada arbiter, yang kemudian melakukan peninjauan
dan analisis secara independen. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan
hukum yang berlaku, arbiter mengeluarkan keputusan yang mengikat berdasarkan
hukum syariah.

Prinsip-prinsip  Hukum Syariah dalam Arbitrase: Dalam arbitrase
peradilan ekonomi syariah, arbiter harus memastikan bahwa keputusan yang
diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Ini mencakup prinsip
keadilan, kesaksamaan, keseimbangan, dan akuntabilitas. Keputusan arbitrase
harus berdasarkan hukum syariah yang relevan dengan sengketa yang sedang
dipertimbangkan.

Keuntungan Arbitrase dalam Peradilan Ekonomi Syariah: Arbitrase
menawarkan beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Pertama, arbitrase memberikan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter yang
memiliki pengetahuan khusus tentang hukum syariah dan ekonomi syariah.
Kedua, proses arbitrase dapat lebih cepat dan lebih efisien daripada pengadilan
konvensional. Ketiga, arbitrase memberikan privasi bagi pihak-pihak yang
bersengketa karena proses arbitrase dilakukan secara rahasia.

Pengakuan Hukum terhadap Arbitrase: Penting untuk mengetahui apakah
keputusan arbitrase memiliki pengakuan hukum yang mengikat. Di banyak
yurisdiksi, keputusan arbitrase dapat dijalankan dan diberlakukan seperti putusan
pengadilan jika semua pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada hasil arbitrase.
Namun, pengakuan hukum arbitrase dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi.
Tantangan dan Peluang dalam Peradilan Ekonomi Syariah di Peradilan
Agama

Peradilan ekonomi syariah di peradilan agama menghadapi tantangan dan
peluang dalam menghadirkan keadilan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip
hukum syariah. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:

Pemahaman Hukum Syariah yang Mendalam: Tantangan utama adalah
memastikan bahwa hakim dan personel peradilan memiliki pemahaman yang
mendalam tentang hukum syariah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini
melibatkan pelatihan dan pendidikan yang memadai dalam hal tersebut.

Kekurangan pemahaman yang memadai dapat mempengaruhi kualitas keputusan
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yang diambil dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan
ekonomi syariah.

Harmonisasi dengan Sistem Hukum Konvensional: Peradilan ekonomi
syariah perlu menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip
hukum syariah ke dalam sistem hukum yang umumnya didasarkan pada hukum
sekuler atau hukum sipil. Harmonisasi ini memerlukan kerjasama yang baik
antara peradilan agama dan lembaga hukum konvensional, serta pembentukan
kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan
hukum syariah.

Pengembangan Institusi dan Infrastruktur: Untuk meningkatkan efektivitas
peradilan ekonomi syariah, dibutuhkan pengembangan institusi dan infrastruktur
yang memadai. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya manusia yang
berkualitas, teknologi informasi dan komunikasi yang modern, serta akses yang
mudah bagi masyarakat untuk mengajukan sengketa ekonomi syariah.
Keberhasilan peradilan ekonomi syariah juga tergantung pada adanya
kelembagaan yang kuat, seperti pengadilan ekonomi syariah yang khusus
menangani sengketa ekonomi syariah.

Penegakan dan Kepatuhan terhadap Putusan: Tantangan lain adalah
memastikan penegakan dan kepatuhan terhadap putusan peradilan ekonomi
syariah. Keputusan yang dihasilkan harus dihormati dan diterapkan oleh semua
pihak yang terlibat. Ini membutuhkan kerjasama antara peradilan, lembaga
eksekutif, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan implementasi yang efektif
dari putusan peradilan ekonomi syariah.

Meskipun ada tantangan, peradilan ekonomi syariah juga memberikan
peluang untuk meningkatkan keadilan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip
hukum syariah. Beberapa peluang yang ada meliputi:

Pemberdayaan Ekonomi Syariah:

Peradilan ekonomi syariah dapat berperan dalam memperkuat ekonomi
syariah dengan menyediakan lingkungan hukum yang mendukung perkembangan
sektor ekonomi syariah. Dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan
terhadap hak-hak ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, peradilan ekonomi
syariah dapat membangun kepercayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi
syariah.

Penyelesaian Sengketa yang Adil dan Efektif:
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Peradilan ekonomi syariah dapat menjadi sarana untuk penyelesaian
sengketa yang adil dan efektif dalam konteks ekonomi syariah. Dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah dan memanfaatkan mekanisme
seperti mediasi dan arbitrase, peradilan ekonomi syariah dapat menyediakan
alternatif yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih terkendali untuk
menyelesaikan sengketa ekonomi.

Pengembangan Profesionalisme dan Kredibilitas:

Peradilan ekonomi syariah memberikan kesempatan bagi hakim dan
personel peradilan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan khusus
dalam hukum syariah dan ekonomi syariah. Ini akan meningkatkan
profesionalisme dan kredibilitas peradilan ekonomi syariah, yang pada gilirannya
akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tersebut.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

Dengan adanya peradilan ekonomi syariah, kesadaran masyarakat tentang
prinsip-prinsip ekonomi syariah dan keadilan ekonomi berbasis hukum syariah
dapat ditingkatkan. Peradilan ekonomi syariah dapat menjadi forum untuk
mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai ekonomi syariah dan pentingnya
menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, penting bagi
peradilan ekonomi syariah untuk terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas
layanan, memperkuat kerjasama antara pemangku kepentingan, dan berkomitmen
pada integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Studi Kasus atau Contoh Penerapan Mekanisme Peradilan Ekonomi Syariah

Studi kasus atau contoh penerapan mekanisme peradilan ekonomi syariah
dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana mekanisme tersebut
dapat diterapkan dalam praktik. Berikut ini adalah contoh penerapan mekanisme
peradilan ekonomi syariah dalam beberapa negara:

Malaysia:

Di Malaysia, terdapat Mahkamah Khas Ekonomi Islam (Special Islamic
Economic Court) yang mengkhususkan diri dalam menangani sengketa ekonomi
syariah. Mahkamah ini menerapkan prosedur dan prinsip-prinsip hukum syariah
dalam penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah, asuransi syariah, dan
transaksi ekonomi lainnya. Mediasi dan arbitrase juga digunakan sebagai

mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Malaysia.
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Indonesia:

Di Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASYARNAS)
merupakan lembaga arbitrase yang secara khusus menangani sengketa ekonomi
syariah. BASYARNAS menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam
penyelesaian sengketa dan menggunakan arbitrase sebagai mekanisme untuk
mencapai keputusan yang adil berdasarkan hukum syariah. Selain itu, Pusat
Mediasi dan Arbitrase Ekonomi Syariah (PMAES) juga didirikan untuk
memberikan layanan mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syariah.

Uni Emirat Arab:

Uni Emirat Arab memiliki Dubai International Financial Centre (DIFC)
yang memiliki Divisi Penyelesaian Sengketa DIFC (DIFC Dispute Resolution
Authority). Divisi ini menangani sengketa ekonomi syariah yang melibatkan
lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, dan transaksi ekonomi syariah
lainnya. Mekanisme arbitrase digunakan dalam penyelesaian sengketa, dengan
arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah.

Sudan:

Sudan memiliki Pengadilan Ekonomi Syariah (Sharia Economic Court)
yang mengkhususkan diri dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
Pengadilan ini menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam penyelesaian
sengketa yang berkaitan dengan keuangan syariah, perbankan syariah, dan
perdagangan syariah. Mediasi dan arbitrase juga digunakan sebagai mekanisme
alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Sudan.

Studi kasus di atas adalah contoh nyata dari penerapan mekanisme
peradilan ekonomi syariah dalam negara-negara tersebut. Setiap negara dapat
memiliki sistem yang berbeda dalam menangani sengketa ekonomi syariah, tetapi
prinsip-prinsip hukum syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa yang
melibatkan mediasi dan arbitrase seringkali menjadi elemen penting dalam

peradilan ekonomi syariah.

PENUTUP
Peradilan ekonomi syariah dalam peradilan agama memberikan landasan

hukum bagi penyelesaian sengketa ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip
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hukum syariah. Dalam penutup, dapat disimpulkan bahwa mekanisme peradilan
ekonomi syariah, seperti mediasi dan arbitrase, memiliki peran penting dalam
mencapai keadilan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Meskipun masih ada tantangan dalam penerapan mekanisme ini, seperti
pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah, harmonisasi dengan sistem
hukum konvensional, pengembangan institusi dan infrastruktur, serta penegakan
dan kepatuhan terhadap putusan, peluang untuk meningkatkan keadilan ekonomi
berdasarkan hukum syariah juga dapat diidentifikasi.

Penerapan mekanisme peradilan ekonomi syariah dalam berbagai negara,
seperti Malaysia, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Sudan, memberikan contoh
nyata tentang bagaimana mekanisme ini dapat diterapkan dalam praktik. Dalam
masing-masing negara, lembaga dan prosedur yang khusus dirancang untuk
menangani sengketa ekonomi syariah, seperti lembaga arbitrase dan pengadilan
ekonomi syariah, membantu dalam penyelesaian sengketa secara efektif.

Dengan terus menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang,
peradilan ekonomi syariah dapat memainkan peran yang signifikan dalam
mempromosikan keadilan ekonomi berbasis hukum syariah. Masyarakat, lembaga
peradilan, dan pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk
memperkuat mekanisme peradilan ekonomi syariah dan memastikan bahwa
keputusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan

dalam konteks ekonomi syariah.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, peradilan ekonomi syariah di peradilan agama
memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan
prinsip-prinsip hukum syariah. Mekanisme seperti mediasi dan arbitrase
digunakan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif. Meskipun ada
tantangan seperti pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah,
harmonisasi dengan sistem hukum konvensional, pengembangan institusi dan
infrastruktur, serta penegakan dan kepatuhan terhadap putusan, terdapat peluang

untuk meningkatkan keadilan ekonomi syariah.

Contoh penerapan mekanisme peradilan ekonomi syariah dalam beberapa
negara, seperti Malaysia, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Sudan, memberikan

55 |Khaira, Asyigin] The Renewal of Islamic Economic Law



Mekanisme Peradilan ERonomi Syariah. ..
pandangan praktis tentang bagaimana mekanisme ini dapat diimplementasikan.
Lembaga dan prosedur khusus yang didedikasikan untuk menangani sengketa
ekonomi syariah, serta upaya dalam membangun profesionalisme dan kredibilitas

peradilan, menjadi kunci dalam mencapai tujuan keadilan ekonomi syariah.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, peradilan
ekonomi syariah perlu terus diperkuat dan ditingkatkan. Kerjasama antara
pemangku kepentingan, pendidikan yang memadai, dan pengembangan
infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam memastikan
efektivitas peradilan ekonomi syariah. Dengan demikian, peradilan ekonomi
syariah dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan keadilan ekonomi

berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah.
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